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PENGESAHAN Rancangan Un-
dang-Undang (RUU) Perlin-
dungan Pekerja Rumah Tangga
(PPRT) menjadi RUU inisiatif
DPR dapat mengisi kekosong-
an hukum atas status pekerja
rumah tangga. Pasalnva. kata
Wakil Ketua Badan Legislasi
DPR RI Willy Aditya, pekerja
rumah tangga tidak diatur da-
lam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan membuat pembahasan
RUU PPRT menjadi penting.

Diharapkan kehadiran ran-
cangan beleid tersebut akan
memberi kepastian hukum an-
tara pekerja rumah tangga. pem-
beri kerja, dan negara. “Jadi, di
dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 itu, yvang dianggap
sebagai pekerja adalah mereka
vang bergerak di sektor barang
dan jasa. Mereka vang bergerak
di sektor sosial. domestik, sama
sekali tidak ada status. Selama
ini, yang mengatur mereka ada-
lah permenaker. Permenaker
tidak memiliki kekuatan hukum
vang cukup memadai,” jelas
Willy, kemarin.

Politikus dari Fraksi Par-
tai NasDem itu menganggap
pekerja domestik merupakan
sektor yang sangat rawan.
Kenyataan bahwa pekerjaan-

nya berada di ruang domestik
membuat akses perlindungan
terhadap para pekerja menjadi
sangat terbatas.

“Sering kali kita masuk da-
lam sebuah jebakan Batman
bahwa seolah-olah ini masalah
rumah tangga orang, ngapairt
kKita ikut campur. Realitas ini
vang harus kita bongkar ka-
rena di dalam tembok yvang
tebal itu, pagar yvang tinggi itu,
terjadi sebuah relasi kerja yang
semena-mena. Kita ingin siapa
run warga negara Indonesia
mendapatkan akses keadilan
vang setara.” katanvya.

Sebelumnva. DPR mengirim
utusan ke pemerintah dan se-
dang menunggu pemerintah
untuk segera menerbitkan
surat presiden (surpres) dan
daftar inventaris masalah
(DINM) RUU PPRT.

Kepala Kantor Staf Kepresi-
denan (KSP) Moeldoko me-
ngatakan KSP sebagai bagian
dari Gugus Tugas Percepatan
RUU PRT siap memberikan du-
kungan penuh kepada Kemen-
terian Ketenagakerjaan, Ke-
menterian Hukum dan HAM,.
Kementerian Pemberdavyvaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, serta pemangku kepen-
tingan lainnya. (Iam/H-3)
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